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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN AGAMA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1
angka 8a dan Pasal 10 ayat (2a) Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kementerian Agama Pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kementerian Agama Pusat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
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Menetapkan:

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana
telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN AGAMA
PUSAT.

Pasal 1

Membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama
Pusat, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut ULP Kemenag

Pusat.
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Pasal 2

(1) ULP Kemenag Pusat merupakan sebuah kepanitiaan yang dibentuk
secara khusus menangani pengadaan barang/jasa di lingkungan
Kementerian Agama Pusat.

(2) ULP Kemenag Pusat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan
penugasan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian Agama
Pusat; dan

b. menyerahkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA
atau PPK di lingkungan Kementerian Agama Pusat.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2), ULP Kemenag Pusat mengacu pada standar prosedur
operasional pengadaan barang/jasa.

(2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, ULP Kemenag Pusat dapat
menggunakan tenaga ahli, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Pasal 4
ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat; dan
c. Kelompok Kerja.
Pasal 5

(1) Kepala ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Biro Umum Kementerian
Agama Pusat dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Kepala ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a mempunyai tugas:

a. memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksana dan
kegiatan ULP Kemenag Pusat;

b. menyampaikan hasil evaluasi dan usulan calon pemenang kepada
KPA atau PPK; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala, setiap
bulan, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Sekretaris
Jenderal.
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